PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH -TINGKAT H PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 'IINGKAT 1 ¢ PACITAN

NOMOR 14 TAHUN 1998
§ . R  TENTANG
i 3 PAJAK PENERANGAN JALAN

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KE_PALA DAERAH TINGKAT H PACITAN

I

B Meaxmbang "a babwsa aebublmgan dengan dxtetépknnnyn Undang-undang Nomor IS Tshun

s Undang—mdang Nomor 18 Tshun 1997 tentang Psjak Dacrsh dan Retribiisi

* 1997 tentang Pajak Daetnh dan Refribuai Daersh, maka Peraturan Daersh
. SCBbupalen Daerah Txogkta H Pacitan tentang Pajak Penerangan Jalan perlu
meﬂumkan -

= Ib bahwa llntldt maksud temebut pada huruf , perlu mengatur ketentuan tentang

Paj sk Penerangan Jalan dalam suatn Peraturan Daersh ;

L Undang-lmdang Nomor 12 Tahun 1950 tentaog Pembenmkan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propms: Jaws Tmmr

-2 Undang-und Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintshan di

Daersh (Lentbaran Negara Tahnn 1974 Nomor 38, Tambghan Lembaran
Negara 303?) :

L 3 Undang-undang Nomor 8 Tahuﬁ 1981 tentnn.g Hukom Acars ideana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tanmahan Lembaran Negara
Nomor 3209) _ _ :

..4 Und -undang Nomor 17 Tahnn 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak (Lembaran Negara “Tatum 1997 Nomor 40, Tambahan
' Lembaran Negara Nomor 3684)' o -/

.. Dgersh (Lembaran Negars Tahun 1997 Nomor 41, Tambahsn Lembsran
Negara Nomor 3 685)

'6 Undang-mdang Nomor 19 Tah:m 199? tentang Pensglhan Pajak dem

Surat Pgkss (Lembaran  Ne Tahun . 1997 Nomor 42, Tamb
Lembaran Negara Nomor 3686

T Perahn'an ‘Pemerintsh - Nomor - 19 tahun.. 1997 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Talum 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3691) ¢ y

\

" 8. /Keputuaan Menteri Dalam Negen Nomor 84 Tahun 1993 tentang Benluk

o Tata Cars Pennmgtnan Pa;ak Daerah
___,A"‘ . I. i‘ ) 1 ‘

Peraturan Daemh dan Peraturan Daerah Perubahan :

9. Keputuaan Menteri Dalam Negeri Nomer 85 Tahun 1993 ftentang = |
- Pengundangan Peraturan Daersh dan atan Kepuhman Kepala Daerdl Lewat -

. Tenggang Waktu Pengeaahan
10. Kepuhlaan Menteri Dalam Negen Nomor 170 Tahun 199? tentang Pedoman
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- Pacitaa

1 Keputusaa Menten Dalam Negen Nomor 173 Tahlm 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bldang Pajak Daerah.

. 12, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ngkat 11 Pacitan Nomor 7 Tehun

1988 tetang Penyidik Pegawai Negeri Slpll Dilingkungan Pemermtah - -

e Kabupaten Daerah Tingkatl'IPacltan.
' Dengan Persetu_luan Dewan Perwakllan Rahyat Daerah Kabupaten Daerah ngkat I

| MEMUT USK‘AN'

P L TR

Meoetapkan . ': PERATURAN DAERAHN KABUPATEN. DAERAHN TINGKAT I
. - PACITAN TENTANG PAJAK PENERANGAN JAI AN, :
| BAB I

'KETENTUAN UMUM
Pasal 1

ERTCRR e Y

Dalam Peraturan Dserah ini y dlmaksud dengan : : . _
Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pacitaa ; _
Pemerintah Daerah, adalah Pemermtah Kabupaten Daerah ngkat I
Pacitan ; o

- Kepala Daerah, adalah Bupatl Kepala Daerah Tinglmt IT Pacitan ;
DPRD, adalah Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat OPacitan;

Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dmaa Pendapatsn Dacrah Kabupaten ,

- Daerah Ti IO Pacitan ;" . ,

_Perusahaan Listrik Negara yang selan_lutnya disingkat PIN, adalah
Perusahaan Listrik Negara (Persero) ; o

pp

- by

Daerah atas p eﬁumm
Wajib Pajak, adalah or pnbadl atau badan yang menjadi pelanggan '
listrik dan atau peogguna tenaga listrik ; -
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selan_lumya disingkat SP'IPD
" adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajask  untuk melaporlmn
penghitungan dan pembazsran Pajak yang terutang menurut peraturan
- Perundang-undangan yang hier :
Surat Setoran Pajak  Daerah, ‘yang selanjutnya  disingkat SSPD,
-adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan
a E embayaran atau penyetoran pa{lak yang terutang ke Kas Daerah atau -
" ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selsnjutnya disingkat SKPD,
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarmya jumlah pajak yang
-+ ferutang ;
" 1 Surat Ketetapan Pajak Daerh Kurang Bayar, yang selanjutnya
- disingkat - SKPDKB, adalah Surat uuelrmtm;:m yang menentukan
- ;- besarnya jumlah pajak yang fterutang, j
‘1~ kekurangan pembzyaran pokok pajak, besamya sankst admmlstrasi dan
" ;  jumlah yang masih hams dibayar ;
m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Rurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya lsmgkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang
- menentukan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selan_lutnya disi
SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentikan jumiah keleb
: pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari psgak
yang terutang atau tldak seharusnya temtang 7
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Pajak Penerangan jalan yang selsnjumya disebut pajak, adalah pungutan

ah kredit pajak, jumlah . .~ |



0. Surst Ketetspan Pa;ak Daersh Nlhll yang selan_;umya dlsmgkat SKPDIN, adalah Surat
. Keputusan yang: menentukan : _;umlah ang terutang sama besamys dengan ;umlah
o kredlt gjak, atau pajak tidak terutm'nl:?l mtldak ada kredit pajak ;

p- Wllayaﬁ Daersh, adalah wilayah adminls
q. Pe_;abat yang dltlm_;uk, adalah Pe_;abat yang dltun_;uk oleh Kepals Daerah

o BABI - .
NAMA. OBYEK DAN SUBYEK PAJAK '
%! _ . Pasal 2 : :

e

(1) Der:‘gkan nama Pa;ak Penerangan Jalan dlpungut pajak alas setiap penggunaan tenags
List : B

{2) (byek pa;ak adalah setlap pengglmaan tenags Lmtnk _ _
(3 Subyek Pajak, adslah orang pr1bad1 dan atau badan yang mengglmakan tenaga lmtnk

4) enags Listrik sebagmmans ‘dimaksud pads ayat (1) Pasal ini adalah tenaga hstnk yang -
: berasal dan PLN maupun bukan PLN ;

'I P Pssal3 L ‘
| leecuallkan dari obyekpa_;ak, adalsh : o |
8 Penggunssn tenags listrik oleh iostansi Pemermtah Pusat dsn Pemermtah Daerah;

h. Penggunsan tenaga listrik pads tempat-tempat yang dlgunakan oleh kedutaan, konsulat
perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik
sebagaimana berlaku untuk pajak negars ; ,

g \‘c. Penggunaan tenags llstnk yang berssal dan bukan PLN dengan kapasitas dlbawah 220
~ Volt Ampere -

d Penggunasntenagslmtnkyangdlmakanunmktempat 1badah. :

: BAB II

DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA -
PENGHITUNCI;AN PAJAK '

P Pasal 4

?

o _(l) Dasar Pengensan Pgak adalah.Nllal Jual Tenags Lmtnk

-y o

| ‘(2) Nilai Jual tenags listrik sebagaimana dimaksud pads ayst {1) pasal ini ditetapkan :

-8 Dalam hal tenags lmtnk berassl dari PLN dan bukan PLN dengan ll‘/pemtmyaran, nilai
_;ual tenaga lmtnk adalah besarnys tagihan biays penggunssn listrik/rekening listrik ;

b Dalam hal tenags listrik berasal dari bukan PLN dengas tidak di dpungut bayaran,'nilsi
~ jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitaa tersedia agn : atau
takmran penggunaan listrik serta harga sahian listrik yang berlaku dlmlayah Daerah

(3) Hargs satuan listrik sebagalmsns dimsksud pada ayat (2) lwruf b pasal ini dltetapkan |

- oleh Kepala Dserah dengan berpedoman pads hargs gatuan listrik yang berlaku :

d:w:layah Daerah _

' ' Pssal 5
Tanp Pajak dltetapkan seb agai benkut

8 Penggunssn tenaga listrik yang. berasal dan PI.N bukan untuk industri sebesar 10 %
' (sepuluh persen) 3 : _

o

trasi dalamKabnpatenDaerahngkatIIPscltsn L



. b. Peogglmaan tenaga hstnk yang berasal dan PLN untuk - mdustn sebesar 7% (tu_;uh'
. persen);

_ c ) Penggnnaan tenaga fistrik yang berasal dan bukan PIN bukan mnuk mdustn sebesar 7 %_ e

(tujuh persen) ; .
d Penggunaan tenaga hstnk yang berasal dan bukan PIN nntuk industri sebesar 10 %
(sepuluh persen), = S o ; o
| . Pasal 6 o "

' Besarnya p ak yang; terutang dlhltung dengan cara mengahkan Tarlp Pa;ak sebagaunana‘
dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan ngak sebagaunana dimaksud dalam pasal 4_

PeramranDaerahml R ST : '

o - dasar mulkmeng,hmmg besamya pa;aktemtang

X

5 a BAB v .

S WILAYAH PEMUNGUTAN
;-: S Pasal? R
g _

. _ Psgak )’9118 leﬂ-ﬁﬂn.g dlpungut d1 Wllayah Daerah

i

LI *uq-BABv

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN - RS

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAI; DAERAH
: S ) Pasal 8 B

- Masa pa_]ak adalah ;ang,ka wakm tertenm yang lamanya dltetapkan oleh Kepala Daerah sebagax '

b e T Pasal 9

S (i) '_ Tahnn pa_;ak, adalah angka wakm yﬁlamanya aatu tahnn takwun kecuali bila wapb
R pa; menggunakant mbuku yang gama dengan tahun takwun :

{2 "Pagak terntang dalam masa pa;ak terj ad: pada saat penggunaan tenaga hstnk
_ | ; - Pasallo o _
i (l). 'SeUapWagleaJakbukanPINwa_.]lbmengxm SPTPD ' , | _ .'

- (2) SPIPD wajib pajak PLN adalsh rekenmg tistrik yang d:keluarkan oleh PLN pada bulan |
: yang bersang!anan :

(3) SPTPD sebagaunana dnnaksmd pada ayat (l) ﬂﬁ)(as:al ini harna dusu dengan jelas, benar dan . o

 lengkap serta dltanda tangani ol eh Wa; 1b Payak atau Kuasanya
(4) Bentuk isi dan tata cara pengman SPTPD sebagaunana dimaksud pada ayal 1 pasal -
_ ini dltetapkan oleh Kepala Daerah ' L

; TATA CARA PENETAPAN PAJAK : £
| i _ : Pasal ll _ 3
(1) Berdasarkan SPTPD sebaga:mana dmaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah
_ ini, Kepala Daerah menelapkan Pajak Terutang dengan Menerbndcan SKFPD ; ;

| (2) ) Apabxla SKPD sebagaunana dimaksud ada at (1) pasal ini i tidak atau kurang dlbayar
setelah waktu paling 1ama 30 (tiga pulult) han sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi

administrasi bempa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengaa _

- menerbitkan STPD o :

i
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_ ‘ ~ Pasal 12 ‘ -
Wa_llb pajak yang membayar -+ sendiri, SPTPD dlgunakan untuk menghltung,
mempeduhmgkan dan menetapkan pajak sendxnyangterutang, .

Dalam _]angka waldu 5 (hma) tahun aeaudah saat temtangnya pa_]ak Kepala Daerah -

..., dapat menerbltkan :

' H

" a.SKPDKB;

e

@

W
@)

()

- (4)

!
b. SKPDKBT ; : | L
SKPDKB sebagalmana dimalesud pada ayat (2) paaal ini huruf a dlterbukan

i
-’!

a Apabilaberdas arkan hasil pemenkaaan atau keterangan lain pagak yang terutang tidak

“atay kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk ;jangka - |

wal;tku palmg lama 24 (dua puluh empal) bulan dlhltung ae_]ak gaat terutangnya
- P3) s :

b. Apabila S’I’P'I‘D tidak dlaampalkan dalam _]angka waldu yang ditentukan dan telah |

ditegur secara tertulia, dikenakan sanksi adminnistrasi berupa bunga sebesar 2 % - |

- (dua persen) sebulan dlhltung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka walm paling 1ama 24 (dua puth empat) bulan dxhltung sejak saat terutangnya

- pajak. |
c A Apabila kewa_]lbao mengisi SPTPD tidak dlpenuhl pagak yang terutang dihitudg

"secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 %

. (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari paiak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk :jangka waktu pahng lama 24 (dua puruh empal) bulan dihifung ae_]ak
aaattemtangnya psgak o

SKPDKBT sebagaimana dlmakaud pada ayat (2) hunif' b Paaal ini diterbitkan apablla

- ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

Eeoambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi adimnistrasi berupa
enaikan sebesar 100 % (aeratua persen) dari _]umlah kekurangan pajak tersebut,

R
N . BAB VI
 TATA CARA PEMBAYARAN DAN

; _ PENAGIHANPAJAK
b Paaal 13

B

'Pembayaran pa_]ak harua dxlakukan sekaligus dan lunas ;

Pembayaran pajak ditalarkan d1 Kas Daerah atau dltempat lain yang dmm_]uk oleh Kepala
Daerah sesua waldu yang dltemukan :

Apablla pembayaran pajak dilakukan ditenipal lain yang ditunjuk, basil penerimaan pa_]ak
harus disetor ke Kas Dacrah aelambat-lambatnya l X 24 jam atau dalam waktu yang
dltentukan olehKepalaDaerah. . _

Pembayaran Pa_;ak bukan PLN dxlakukan dengan menggunakan SSPD

* owmm ae

Pasal 14

| Bentuk, Jenia dan ist formuhr yang dlpergunakan untuk pelakaanaan penaglhan pajak daerah |

dltetapkan oleh Kepala Daerah.

:
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BAB VIl
KEDALUWARSA
Pasgal 15

L e ey

(1) Ilak untuk melakukan penaglhan pajak, kedaliwarsa setelah melampam jangka waktu S _

. (lima) tahun terhitung sejak saat tenutangnya pajak, kecuali ablla wajib  pajak
melakukantmdak pldana 1b1dangperpajakanDaerah : ® !

--(2) Kedaluwarsa penaglhan pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tertangguh apablla

a Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau; -
b. Ada pengakuan utang pajak dari Waj ib Pajak baik langsung maupun tldak langsung.

E BABIX
C KETENTUAN PIDANA
_s' : Pasal 16 ;

(1) Wajib pajak yang karena kealpaamxza atau sepgaja tidak menyanpaikan SPTPD atau

mengis: dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dlpldana sesual dengan ketentuan
peraturan Perundang-mdangan yang berlaku.

(2) Tindak Pidana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) pasal mi adalah bermfat

pelanggaran : ! ‘
@ - BABX B
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
' "~ Pasal 17 . o

. ' ]
) Dengan berlakunya Peratlirah Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

~ Pacitan Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pagak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkta II Pacitan Nomor 2 Tahun 1996 Seri A Tanggal 11 Juli 1996) dan segala-
peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagl :
‘Pasid 18 | :

[
i

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan

Agar snpaya getiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempalan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitaa .

R Dltetapkandeacltan - ;
. v _padatanggal 17 Jum 1998 {

.'L

PEF WAKILAN RAKYAT DARRAR BP?AT!‘KKPALA DAERAH TINGKAT lI '
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PENJELASAN ;

5 | ATAS ;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT HPACITAN :
. _ NO‘\{OR 14 TAHUN 1998 Do ‘ :

§ TENTANG ;
PAJAK PENERANGAN JALAN .

Dengan telah berlakunya secara efektlf Undang-Un Nomor 18 tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian atas
Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang mengatur
tentang Pajak Daerah dan RBtI‘leSl Daerah

Pajak atas setlap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Llstlk

'Negara, selama ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Pacitan Nomor IS tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan, sedangkan penggunaan
tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara belum dikenas pajak.
Untuk itu dalam rangka penyesuaian terhadap ketenfuan Perundang-undangan yang baru,
Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut dan menetapkan kembali Peraturan yang mengatur

pengenaan Pa;ak Penerangan Jalan : :

Dalam Peraturan yang baru ini, obyek pajak terdm atas penggunaan tenaga hstnk
yang berasal dari Pemsa{aan Listrik Negara dan bukan dari Pemsﬁman Listik Negara,
Dengan Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk mengbemat
penggunaan tenaga hstrlk serta menmgkatkan pendapatan ash daerah dari sektor pa_.[

§

. PENJELASAN PASAL DmD ) PASAL. - P
Pasal 1dan 2 ! o Cukup_]elas

Pasal 3 huruf a ¢ Kantor ABRI termasuk pengertlan mstans:Pemermlah Pusat

~ huruf bdan ¢ : Culospjelas; ;

Pasal 4 a/d 15 : ¢ Cukupjelas ; - :
Pasal 16 ayat (I) - : Ketentuan Pemndang-Undangan Yang dimaksud adalah

L ketentuan Perundang-Undangan tentang Perpajakan; |

- ayat (2) -t Culoip jelas; :

- Pasal  17dan 18 "~ ¢ Cukupjelas;

o0o ‘

S i gt e o e At e

T AAR ey T e L eb Sah e tRebe il W Lo e



